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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

.o

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan



Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomon 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4585);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);



20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5272);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012;

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;

26.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2009
tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 219).

28.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor
233);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 235);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013
Nomor 01).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula sebesar
Rp. 1.719.768.844.383,50 bertambah sebesar Rp. 33.253.049.553,00 sehingga menjadi
Rp. 1.753.021.893.936,50 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.719.768.844.383,50

b. Bertambah Rp. 33.253.049.553,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.753.021.893.936,50

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.894.773.211.311,50

b. Bertambah Rp. 33.443.340.484,84
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.928.216.551.796,34
Defisit setelah perubahan (Rp. 175.194.657.859,84)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 185.886.665.468,00
2) Bertambah Rp. 190.290.931,84

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 186.076.956.399,84

b. Pengeluaran

1) Semula Rp.  10.882.298.540,00
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.882.298.540,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 175.194.657.859,84
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan  Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 198.792.756.849,00
2) Bertambah Rp.  36.193.659.929,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 234.986.416.778,00



b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.175.473.292.389,00

2) Bertambah Rp. 11.243.425.862,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 1.186.716.718.251,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah

1) Semula Rp. 345.502.795.145,50

2) Berkurang Rp. 14.184.036.238,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 331.318.758.907,50

Setelah perubahan
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan :
a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 125.146.541.149,00

2) Bertambah Rp. 13.650.540.301,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 138.797.081.450,00
b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 32.033.370.800,00

2) Bertambah Rp. 3.462.765.400,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 35.496.136.200,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 2.290.039.000,00

2) Bertambah Rp. 407.982.578,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 2.698.021.578,00

yang dipisahkan setelah perubahan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1) Semula Rp. 39.322.805.900,00
2) Bertambah Rp. 18.672.371.650,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 57.995.177.550,00
setelah perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 105.361.948.389,00

2) Bertambah Rp. 10.510.284.862,00

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 115.872.233.251,00
b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 992.689.474.000,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 992.689.474.000,00
c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 77.421.870.000,00

2) Bertambah Rp. 733.141.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 78.155.011.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 0,00



b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp.  80.019.448.785,50

2) Bertambah Rp. 7.265.852.122,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 87.285.300.907,50
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 243.522.471.360,00

2) Berkurang Rp.  21.499.888.360,00

Jumlah Dana Peneyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 222.022.583.000,00

setelah perubahan
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 21.960.875.000,00
2) Bertambah Rp. 50.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Rp. 22.010.875.000,00

Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 1.187.274.998.336,50
2) Berkurang Rp. 37.998.610.736,10
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.149.276.387.600,40
b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 707.498.212.975,00

2) Bertambah Rp. 71.441.951.220,94

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 778.940.164.195,94

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 957.425.813.188,30

2) Berkurang Rp. 18.905.223.379,10

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 938.520.589.809,20
b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 0,00
d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 114.107.704.423,00

2) Berkurang Rp. 15.509.996.857,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 98.597.707.566,00



e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 9.018.096.550,00

2) Bertambah Rp. 4.985.587.500,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 14.003.684.050,00
f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 43.457.934.175,20

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 43.457.934.175,20
g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp.  60.265.450.000,00

2) Berkurang Rp. 8.568.978.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan  Rp.  51.696.472.000,00
h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 69.425.304.755,00

2) Bertambah Rp. 1.451.195.029,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 70.876.499.784,00
b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 362.491.089.011,00

2) Bertambah Rp.  53.270.082.685,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 415.761.171.696,00
c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 275.581.819.209,00

2) Bertambah Rp. 16.720.673.506,94

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 292.302.492.715,94
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 185.886.665.468,00

1) Semula Rp. 185.886.665.468,00

2) Bertambah Rp. 190.290.931,84

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 186.076.956.399,84
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 10.882.298.540,00

1) Semula Rp. 10.882.298.540,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.882.298.540,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 185.136.665.468,00

1) Semula Rp. 185.136.665.468,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 190.290.391,84
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 185.326.956.399,84

setelah perubahan



b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Rp. 0,00

Yang dipisahkan setelah perubahan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Penjaman Daerah Rp. 0,00

setelah perubahan
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.  750.000.000,00

1) Semula Rp. 750.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Penjaman Rp. 750.000.000,00

setelah perubahan
f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 5.856.602.500,00

1) Semula Rp. 5.856.602.500,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 5.856.602.500,00
setelah perubahan

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 5.025.696.040,00
1) Semula Rp. 5.025.696.040,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo  Rp. 5.025.696.040,00
setelah perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Rp. 0,00

setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :



1. Lampiran |
2. Lampiran Il

3. Lampiran Il

4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintankan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2013

BUPATI PASURUAN,

ttd,

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2013 NOMOR 14
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